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PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PARTISIPASI PAMERAN
PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, perlu diatur lebih lanjut
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi
acuan dalam penyelenggaraan dan partisipasi
pameran pariwisata;

b. bahwa pameran pariwisata merupakan salah satu pilar
utama dalam kegiatan promosi dan pencitraan dalam
kerangka strategi pembangunan kepariwisataan
nasional, sehingga perlu dilakukan secara berhasil
guna dan berdaya guna;.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang
Pedoman Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran
Pariwisata;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet
Kerja Tahun 2014-2019;

7.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG
PEDOMANPENYELENGGARAAN DAN PARTISIPASI
PAMERAN PARIWISATA.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk
tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan
daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

4. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk
menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata
dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan
kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

5. Promosi Pariwisata adalah suatu upaya untuk menginformasikan dan
mempengaruhi orang atau pihak lain melalui media dan kegiatan
pariwisata dalam dan luar negeri sehingga tertarik untuk melakukan
kegiatan wisata.

6. PameranPariwisata adalah kegiatan yang diikuti dan/atau diadakan
baik di dalam maupun di luar negeri, dalam upaya memberikan
informasi dan memperkenalkan potensi pariwisata.

7. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang
melakukan kegiatan usaha pariwisata.

8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kepariwisataan.

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kepariwisataan.
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BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah
dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan dan berpartisipasi
padaPameran Pariwisata di dalam dan di luar negeri.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk :

a. memberikan landasan dalam rangka penyelenggaraan dan partisipasi
pada pameran pariwisata secara berhasil guna dan berdaya guna;

b. mempromosikan destinasi dan produk pariwisata Indonesia, serta
mampu memperluas publikasi kegiatan pariwisata secara
berkelanjutan;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. prinsip-prinsip umum;

b. penyelenggaraan pameran pariwisata;

c. partisipasi pameran pariwisata;

d. tata cara;

e. dukungan Pemerintah Daerah;

f. pelaporan dan evaluasi;

g. pembinaan; dan

h. pendanaan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP UMUM

Pasal 5

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata harus di
lakukan berdasarkan prinsip-prinsip umum sesuai Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi dan/atau Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kabupaten/Kota.

(2) Penyelenggaran dan partispasi Pameran Pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. perencanaan;
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b. pelaksanaan

c. pengawasan;

d. pemantauan;

e. evaluasi; dan

f. pelaporan.

(3) Prinsip-prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Mempromosikan destinasi pariwisata pada pasar utamatan
pamengurangi upaya promosi pada pasar potensial;

b. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan
perjalanan wisatawan nusantara.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan dan berpartisipasi pada
Pameran Pariwisata, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan
Pemerintah dan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PAMERAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pameran Pariwisata.

(2) Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan Pameran Pariwisata
harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pameran
Pariwisata harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah
dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

Lokasi penyelenggaraan Pameran Pariwisatadapat dilaksanakan:

a. di dalam negeri; dan

b. di luar negeri.

Bagian Kedua

Pameran Pariwisata di Dalam Negeri

Pasal 9

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pameran
Pariwisatadi dalam negeri berdasarkan:


